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FILOSOFIS PERMENDAGRI No.

59/2007

Pada dasarnya filosofis di Kkeluarkannya
PERMENDAGRI No. 59/2007 itu, adalah merupakan
penyempurnaan dari PERMENDAGRI No. 13/2006
vyang mengatur tentang: Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Sebagaimana kita ketahui
bersama bahwa PERMENDAGRI No. 13/2006
secara garis besar terdiri dari delapan belas (18) bab
dan tiga ratus tiga puluh enam (336) pasal,
termasuk tiga pasal ketentuan peralihan dan tiga
pasal ketetuan penutup.

Dengan perubahan ini diharapkan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada masa mendatang akan lebih
simple namun tegas dan jelas serta memenuhi azas
kepastian hukum, dan mempermudah bagi aparat
pengelolanya.
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AGENDA PERUBAHAN ATAU REFORMASI KEUANGAN DAERAH

Ketentuan Tentang Pelaksanaan Agenda
Perubahan atau Reformasi Keuangan Daerah
diatur melalui:

* PP No 58/2005

 Permendagri No13/2006, dan langkah
Selanjutnya disempurnakan dengan Permendagri
No 59/2007, yang di dalam pelaksanaannya juga
harus memperhatikan:

* PP No 38/2007
* PP No 41/2007
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Latar Belakang Perubahan

1. Ad
2. AC

anya perubahan kerangka regulasi:
anya dinamika permasalahan di tingkat

Im

nlementasi, antara lain:

PP 38/2007 (pembagian urusan pemerintahan);
PP 41/2007 (organisasi perangkat daerah).

Banyak Pemda yang terlambat menetapkan APBD:

. Rumitnya konten dan format KUA — PPAS(pasall angka 33 permendagri
13 —2006)

. Lamanya pembahasan APBD (slide dibawahnya )pasal 189
. Banyaknya isian keterangan yang kurang relevan

Masalah tambahan penghasilan PNSD

Klarifikasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan(pasal 42 s/d 47
permendagri 13 dihapus dan dirubah ) perubahan di pasal mulai 42
permendagri 59

Kekurangjelasan prosedur penatausahaan APBD(pasal 189 )




Pertangqundjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD

. SKPD |( GUB/WALIKOTA/BUPATI |

Laporan Keuangan Laporan Keuangan
SKPD
31 Maret

Sebelum Laporan Keuangan
31 Maret

Sebelum
‘ 31 Maret




Permasalahan Pokok

Kepala Daerah gamang mengambil kebijakan yang
berdampak pada pengeluaran uang, terutama terkait

dengan hubungan Pemda dengan:
o DPRD (kegiatan penunjang operasional);

o Masyarakat (fasilitasi pemberdayaan masyarakat, penggunaan
BTT);

o Organisasi sosial dan kemasyarakatan (pendukung kegiatan
layanan publik);
Pemerintah di daerah (pendukung kegiatan instansi vertikal).

AKIBATNYA

1. Menurunnya daya serap APBD

2. Meningkatnya idle cash

3. Menurunnya ekonomi masyarakat dan kualitas pelayanan umum
4. Munculnya instabilitas sosial




STRATEGI PENYEMPURNAAN

+ Penyempurnaan gradual, diprioritaskan pada
pasal-pasal yang menimbulkan permasalahan
dalam tataran implementasi

+ Memperhatikan pendapat seluruh stakeholders
baik pemda, DPRD, Pemerintah, maupun
masyarakat serta menghindari kemungkinan
adanya implikasi yang tidak diinginkan.

« Tidak merubah PP 58/2005

+ Memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk
mengembangkan PKD sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan daerah

+» Disesuaikan dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan

p—



IKHTISAR PERMENDAGRI No. 13/2006 DAN PERMENDAGRI No. 59/2007

PERMENDAGRI No 59/2007

PERMENDAGRI No 13/2006

Bab | Ketentuan Umum

Bab Il Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab 111 Azas Umum Dan Struktur APBD

Bab IV Penyusunan Rancangan APBD

Bab V Penetapan APBD

Bab VI Penyusunan & Penetapan APBD Bagi Daerah
yg Memiliki DPRD

Bab VII Pelaksanaan APBD

Bab VIII Perubahan APBD

Bab IX Pengelolaan Kas

Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah

Bab X1 Akuntansi Keuangan daerah

Bab XII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bab XIlIl Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan
Keuangan daerah

Bab X1V Kerugian daerah

Bab XV Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah

Bab XVI Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab XVII Ketentuan Peralihan

Bab XVIII Ketentuan Penutup
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Umum Daerah
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KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA DAERAH
(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)

SEKRETARISIDAERAL
(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
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PERUBAHAN PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH




BEBERAPA PERUBAHAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG
DILAKUKAN MELALUI KEPMENDAGRI NO. 59/2007

Secara garis besar beberapa perubahan atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
melalui KEPMENDAGRI NO 59/2007 atas KEPMENDAGRI NO 13/2006 dapat diklasifikasi
menjadi empat (4) macam Perubahan yang terdiri dari:

1. PENGHAPUSAN PASAL TERMASUK BAGIAN-BAGIANNYA

2. PERUBAHAN BUNYI PASAL TERMASUK BAGIAN-BAGIANNYA
3. PENYISIPAN PASAL TERMASUK BAGIAN-BAGIANNYA

4. PENAMBAHAN PASAL TERMASUK BAGIAN-BAGIANNYA

Banyaknya perubahan yang dilakukan oleh KEPMENDAGRI NO 59/2007 terhadap
KEPMENDAGRI NO 13/2006 secara keseluruhan (baik yang berupa: penghapusan,
perubahan, penyisipan maupun penambahan pasal) adalah sebanyak: Lima puluh
tiga (53) item

CATATAN:

Apapun bentuk perubahan yang dilakukan harus dicermati oleh semua pejabat pengelola
keuangan daerah , karena dengan terjadinya perubahan tersebut, antara lain akan
berakibat pada terjadinya perubahan mendasar tentang PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.



PERUBAHAN TERHADAP BAB |
TENTANG KETENTUAN UMUM

PENGHAPUSAN PASAL

Penghapusan terhadap Pasal 1 angka 33 yang semula berbunyi:

Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan AKA-SKPD setelah
disepakati dengan DPRD.

Penghapusan terhadap pasal tersebut membawa dampak pada terjadinya
perubahan pada Bab IV tentang Penyusunan Rancangan APBD yang tertuang
pada Bagian Ketiga tentang Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara terutama pada pasal 83 sampai dengan pasal 88.

PENYISIPAN
Penyisipan pada Pasal 1 angka 34a. Sehingga berbunyi:

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.



PERUBAHAN TERHADAP BAB | |
TENTANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3. PENYISIPAN PASAL
Penyisipan atas ayat (3a) dari pasal 11 yang berbunyi:
* Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
— melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
— melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
— melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

— mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

— menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
— mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

— melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna
anggaran.

Pasal ini mengantarai Pasal 3 dan Pasal 4 dari ayat 11



PERUBAHAN PASAL 11

Perubahan Pasal 11 ayat (2) sehingga berbunyi:

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

PERUBAHAN PASAL 14
Perubahan Pasal 14 ayat (4) sehingga berbunyi:

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala
daerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.



PERUBAHAN TERHADAP BAB I | |
TENTANG AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

PERUBAHAN PASAL
Perubahan Pasal 26 Ayat (4) huruf a sehingga berbunyi:

hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau
angsuran/cicilan;

PENGHAPUSAN
Penghapusan Pasal 26 Ayat (4) huruf n yang berbunyi:
n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

PENAMBAHAN
Pasal 26 huruf o ditambahn sehingga berbunyi:
0. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BULD)

PERUBAHAN PASAL
Terjadi perubahan kecil dalam Pasal 32 Ayat (2) dan Ayat (3)



PERUBAHAN PASAL

Perubahan Pasal 39 Ayat (1), (2) dan (8) sehingga berbunyi:
* Perubahan Ayat (1) sehingga berbunyi:

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

* Perubahan Ayat (2) sehingga berbunyi:

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

* Perubahan Ayat (8) sehingga berbunyi:

Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah.

PENYISIPAN PASAL
Terdapat penyisipan Pasal 39 Ayat (1a) sehingga berbunyi:

(1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan
KUA.

Terdapat penyisipan Pasal 39 Ayat (72) sehingga berbunyi:

(7a)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian
uang makan.



PERUBAHAN BAB IV
TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PERUBAHAN PASAL
Perubahan Pasal Pasal 83 sampai dengan pasal 89 sehingga berbunyi:

Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD
dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

— pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan
pemerintah daerah;

— prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
— teknis penyusunan APBD; dan
— hal-hal khusus lainnya.

Pasal 84

— Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud
Pasal 83 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris
daerah.

— Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada
kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.



Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Lanjutan)

Pasal 85

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja
daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 86

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusun
dengan tahapan sebagai berikut:

» menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
» menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan

» menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan.



Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Lanjutan)

Pasal 87

Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2)
disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun
anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran
berikutnya.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia
anggaran DPRD.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun
anggaran berjalan.

Format KUA dan PPAS tercantum dalam Lampiran A.X.a dan A.Xl.a peraturan menteri ini.

Pasal 88

KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3)
masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara
kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan
PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
A.Xll.a peraturan menteri ini.



PERUBAHAN PASAL 89
Ketentuan Pasal 89 Ayat (2) huruf a, huruf b diubah dan huruf d dihapus,
sehingga Pasal 89 berbunyi:

* Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), TAPD
menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-
SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

* Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

— prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;

— alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;

— batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

— dihapus;

— dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar
belanja dan standar satuan harga.

e Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran

berjalan.



PERUBAHAN PASAL 97, 98 DAN PASAL 99

Ketentuan Pasal 97 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 97 berbunyi
sebagai berikut:

Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta
belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.

Dihapus.

Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:
Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku
SKPD;

RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
— pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

— belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,-belanja bantuan sosial, belanja
bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan

— penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

— RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan RKA-PPKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dlkerjakan sesual dengan bagan
alir yang tercantum dalam Lampiran A.Xl11l.a peraturan menteri ini.

— Format RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran A.XIV.a peraturan menteri ini.



PERUBAHAN PASAL 100

Ketentuan Pasal 100 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas
lebih lanjut oleh TAPD.

Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
menelaah:

kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun
berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;

kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan
harga;

kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja,
indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;

proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.



1.

Pokok-pokok Perubahan

ASPEK PENGANGGARAN:
 Memperpendek jadual penyusunan

anggaran dengan cara meringkas proses
dan konten KUA-PPAS

reklasifikasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan, beserta kode rekeningnya;

reformulasi tambahan penghasilan, hibah,
bantuan sosial, belanja barang dan jasa,
deposito, investasi jangka pendek, dan
Investasi jangka panjang.



Pokok-pokok Perubahan
1. ASPEK PENGANGGARAN (/anjutan):

« Pada PPKD disusun 2 RKA: RKA-SKPD dan
RKA-PPKD

 Lampiran2 Permendagri bukan standar
paku, hanya contoh

* penjelasan atas belanja dalam raperda
maupun peraturan KDH dipersingkat; dan

memperjelas mekanisme penyusunan
APBD.




Pokok-pokok Perubahan

2. ASPEK PELAKSANAAN APBD

* [andasan pelimpahan PA kepada KPA dan
tugasnya

* penetapan bendahara pembantu = hanya di
KPA

* [andasan pengeluaran bilamana APBD

terlambat ditetapkan atau tidak ditetapkan
(deadlock)

* tambahan penjelasan terkait dengan DPAL



ISYU PERUBAHAN LAINNYA

> Istilah Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)
dihapus / diluruskan

»Hibah kepada instansi vertikal tidak
dilarang, namun setiap akhir tahun Pemda
harus melaporkan kepada MDN dan
Menkeu

»Bantuan kepada Partai Politik karena
peraturan perundangan dianggarkan di
Bantuan Sosial

»Istilah “tidak terus menerus” pada hibah
dan bansos diperjelas

> Nilai perolehan dan Capitalization
threshold



Unit Akuntansi di SKPD

v Psl 17 UU 17/03 mengamanatkan bahwa SKPD menyusun laporan
keuangan yg t.d. Neraca, LRA, dan CalLK

v Penyusunan Laporan keuangan tersebut tidak perlu harus dikerjakan
sendiri = tidak perlu unit akuntansi SKPD

v" Proses penerbitan SPP dan SPM tetap di SKPD

v/ Semua pencatatan akuntansi dilakukan hanya di PPKD/BUD, termasuk
pencatatan untuk transaksi SKPD

v Semua dokumen pendukung pencatatan akuntansi disimpan di
PPKD/BUD

v’ Secara periodik, PPKD menerbitkan Laporan keuangan Pemda dan
Laporan keuangan SKPD-SKPD

v’ Laporan keuangan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD

- MENGHEMAT SDM, BIAYA DAN WAKTU



NO SMOKING




